BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR W& TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022-2024
BUPATI KUBU RAYA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan
dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Daerah, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2024;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI

BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
v

W

Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.

Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.

Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya
disingkat Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi secara online pada Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya
disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan

d

'_.-5-—"?_-‘—‘—-'\



disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan
reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.

11. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

12. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi
arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun
waktu 2020-2024.

13. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan
dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci
pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan
selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

14. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang
selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja
rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi
birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2024.

15. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang
selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-
langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau
jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2022-2024.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar
berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga
dan berkelanjutan.

BAB 11
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 : PENDAHULUAN;

BABII : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA;



BABIV : SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI 2022-2024;

BABV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-
2024;

BAB VI : PENUTUP

(3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022-
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dae
Kabupaten Kubu Raya. y

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3\ Degefiner 2021

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal .3!...Desember, 2031

SEKR IS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUS NIZAM
BERITA | DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2°2'. NOMOR . \\G



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR W TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU
RAYA TAHUN 2022-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi memasuki periode ke 3 (tiga) dari tahapan lima
tahunan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-
2025. Reformasi Birokrasi ini hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa
hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang
semakin efektif dan efisien.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di
Kabupaten periode ketiga, telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2022-2024. Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta
jalan (Road Map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi
pengelola reformasi birokrasi pada tingkat kabupaten maupun SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan langkah-langkah konkrit
memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan. Road Map Reformasi Birokrasi
ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten yang telah dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2024 kedepan
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih. Sasaran Reformasi Birokrasi yang ingin dicapai, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024 ini, asas yang akan
dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya
Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata
kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas
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perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya

dan tantangan yang dihadapi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat beberapa program prioritas

yang akan dilaksanakan disesuai dengan kapasitas dan kewenangan didaerah

yang dituangkan dalam Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi adalah

pada bidang:

I.

3.

Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai pada Reformasi
Birokrasi periode sebelumnya, reformasi birokrasi 2022-2024 Pemerintah
Kabupaten difokuskan pada 3 (tiga) fokus perubahan yaitu sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

b. Peningkatan Kualitas Pengawasan.
c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan SKPD.

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan
profil kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan
tepat ukuran. Organisasi pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada
tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia.
Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan
kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi
birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan
kelembagaan birokrasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah
daerah agar struktur organisasi yang mengutamakan kelompok jabatan
fungsional. Hal ini juga merupakan quick wins mandatory yang harus
dicapai dalam waktu cepat.

Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya
teknologi digital. Tantangan global proses-proses pelayanan pemerintahan
berbasis digital atau elektronik melalui mengimplementasikan tata kelola
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perencanaan SPBE Pemerintah
Kabupaten Tahun 2022-2024 secara terpadu. Oleh karena itu, peningkatan

Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang



perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya

dan tantangan yang dihadapi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat beberapa program prioritas

yang akan dilaksanakan disesuai dengan kapasitas dan kewenangan didaerah

yang dituangkan dalam Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi adalah

pada bidang:

1.

3.

Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai pada Reformasi
Birokrasi periode sebelumnya, reformasi birokrasi 2022-2024 Pemerintah
Kabupaten difokuskan pada 3 (tiga) fokus perubahan yaitu sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

b. Peningkatan Kualitas Pengawasan.
c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan SKPD.

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan
profil kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan
tepat ukuran. Organisasi pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada
tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia.
Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan
kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi
birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan
kelembagaan birokrasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah
daerah agar struktur organisasi yang mengutamakan kelompok jabatan
fungsional. Hal ini juga merupakan quick wins mandatory yang harus
dicapai dalam waktu cepat.

Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya
teknologi digital. Tantangan global proses-proses pelayanan pemerintahan
berbasis digital atau elektronik melalui mengimplementasikan tata kelola
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perencanaan SPBE Pemerintah
Kabupaten Tahun 2022-2024 secara terpadu. Oleh karena itu, peningkatan

Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang



terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten mendesak untuk
dilaksanakan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, adapun beberapa sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).

b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan.

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.

d. Implementasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten.

Beranjak dari pemaparan tersebut diatas, maka pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kabupaten disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek,
jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan serta bersifat dinamis. Dinamis maksudnya memberikan
kemungkinan perubahan berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang
dipandang strategis dan urgen pada tahun-tahun pelaksanaannya dengan

tetap berpedoman pada Peta Jalan (Road Map) ini.
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BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi memasuki periode ke 3 (tiga) dari tahapan lima
tahunan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun
2010-2025. Pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan berkelas dunia yang dicirikan dengan
beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata
kelola yang semakin efektif dan efisien. Dengan kata lain, reformasi
birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur agar lebih
berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi
serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan

untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Selanjutnya, dengan kondisi global akibat revolusi industri menuntut
penyesuaian pada aspek tata kelola pemerintahan untuk memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin
masifnya penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat dan dunia
usaha. Semakin banyak masyarakat yang menginginkan pelayanan publik
dapat diakses secara cepat, mudah, sederhana, di mana saja, dan kapan
saja. Selain itu, adanya Pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan dalam
menyelenggarakan pemerintahan melalui konsep New Normal tanpa
menghalangi kreativitas dan inovasi melalui penerapan birokrasi digital
dalam meningkatan pelayanan dan profesionalisme SDM aparatur. Oleh
karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar,
komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien melalui percepatan

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Beranjak dari hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten merupakan sebuah keharusan yang dilakukan

untuk memenuhi tuntutan perubahan di masyarakat melalui perbaikan tata
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kelola pemerintahan sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten memiliki
kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada
masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit

kerja dan meningkatkan kinerja aparatur.

Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yvang baik Tahun 2025

(menjadi Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025)

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2022-
2024 merupakan peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi
sebagai kelanjutan dari Reformasi Birokrasi pada lima tahun kedua yang
terdiri dari rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi
pemerintah Kabupaten dalam kurun waktu lima tahun mendatang untuk
memberikan arahan mengenai perubahan yang akan dilakukan untuk
mencapai 3 sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang
bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang

prima.

Gambar 1.2.

8 Area perubahan dan 3 Sasaran Reformasi Birokrasi

. Birokrasi yang Bersih dan
Akuntabel

£}, - Birokrasi yang Kapabel
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Selaras dengan kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi nasional

PERATURAN

@ " Pelayanan Publik yang Prima

dan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten memiliki visi dan misi ke depan
dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan
yang baik sebagai prasyarat utama pembangunan. Visi yang telah

dirumuskan, yang diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
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terpilih periode 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang
Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”.

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan
perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi,
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah
untuk dipahami, tetapi di dalamnya mengandung kompleksitas proses
perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap
struktur  organisasi tetapi juga ~menyangkut berbagai proses
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten, harmonisasi dan pelurusan
berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber daya manusia
yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem
pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.
Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak
positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan

pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi
saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan
pengaruh pada aspek lain. Karena itu Reformasi Birokrasi membutuhkan
waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran,
pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan
demikian, maka pendekatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus
merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana
setiap tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak
penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan
terlaksananya Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten menyusun Road
Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang
efektif, pemerintah pusat telah menetapkan perencanaan dan tata kelola

Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat



dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang
berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024 ini, asas yang akan
dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya
Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata
kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas
perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber

daya dan tantangan yang dihadapi.

Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan
Wakil Bupati terpilih tentang Reformasi Birokrasi, melanjutkan dari Grand
Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sehingga dapat
menjadi acuan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada masing-
masing SKPD.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya
pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga

sasaran hasil utama program reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi juga mendorong setiap SKPD agar manfaat
keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ditengah
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak
SKPD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten adalah:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;



c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kubu
Raya 2009-2029;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu
Raya 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Kubu Raya 2019-2024;

. Maksud dan Tujuan
Dalam rangka menjabarkan Road Map Reformasi Birokrasi, Pemerintah
Kabupaten menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan maksud

sebagai berikut:

a. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya.
Dengan demikian, Road Map harus sejalan dengan prioritas
pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka
menengahnya (RPJPD/RPJMD).

b. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi

birokrasi dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Dengan kata
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lain, Road Map akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan
program reformasi birokrasi di seluruh SKPD Kabupaten.

c. Road Map menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang
darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka

reformasi birokrasi.

Adapun tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Kabupaten yaitu:

a. Sebagai upaya untuk mendokumentasikan perencanaan dan
implementasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan, baik dalam
bentuk produk hukum daerah, serta dokumen-dokumen maupun
laporan kegiatan.

b. Sebagai langkah kebijakan untuk menjaga agar implementasi reformasi
birokrasi berlangsung secara berkelanjutan dan terukur.

c. Road Map Reformasi Birokrasi merupakan panduan bagi SKPD dan Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan
langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai sasaran reformasi
birokrasi.

d. Sebagai upaya dalam meningkatkan inovasi-inovasi pelayanan secara

terstruktur.



BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 telah
membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola
pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Beberapa aspek yang
bersifat implementatif telah menggambarkan ketercapaiannya sehingga
dapat menjadi dasar dalam perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi
periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya kebijakan Reformasi
Birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program reformasi
birokrasi, implementasi program reformasi birokrasi, serta ketercapaian

sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.
I.  Kebijakan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025,
Reformasi Birokrasi merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah dengan tujuan untuk
memperbaiki birokrasi secara bersinergi dan berkelanjutan. Dalam
mengimplementasikannya, Pemerintah Kabupaten berkomitmen dan
telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran
refoirmasi birokrasi, yaitu pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan kualitas pelayanan publik
dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dapat
diwujudkan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten telah dilakukan secara berkesinambungan setiap periode.
Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten telah melibatkan
seluruh SKPD dalam rangka sinkronisasi dan implementasi berbagai
kebijakan reformasi birokrasi. Selanjutnya seluruh kebijakan reformasi
birokrasi dimaksud telah selaras dengan RPJMD dan target capaian
dari setiap sasaran reformasi birokrassi, serta mendukung visi dan misi

Bupati Kubu Raya.



II. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera

dalam Road Map Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut:

O

Manajemen perubahan;

Deregulasi kebijakan;

Penataan Organisasi;

Penataan Tatalaksana;

Penataan SDM Aparatur;

Penguatan Akuntabilitas;

Penguatan Pengawasan; dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu, terdapat indikasi capaian-capaian masing-masing area

perubahan pada 5 aspek sebagai komponen hasil yaitu:

a.

© o o o

Nilai akuntabilitas kinerja;

Survei internal integritas organisasi;
Survey eksternal persepsi korupsi;
Opini BPK; dan

Survey eksternal pelayanan publik.

IlI. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

1.

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi merupakan nilai yang menggambarkan
seberapa jauh capaian reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB, dalam

dua tahun terakhir capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah
Kabupaten mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada
grafik berikut ini: h



Gambar 2.1. Indeks RB Pemerintah Kab. Kubu Raya

INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
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Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Kubu Raya, Tahun 2020. (LHE RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB)

Pada tahun 2019 dan 2020 capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten meningkat dari capaian indeks di angka
50,35 menjadi 51,56 dengan kategori CC “cukup”. Artinya
pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten cukup memadai dan perlu
banyak perbaikan yang tidak mendasar. Pada tahun selanjutnya
upaya perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus
dilaksanakan dengan target indeks reformasi birokrasi mencapai

kategori “B”.

Area Perubahan
Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan,
terlebih dahulu telah di identifikasi kondisi umum birokrasi saat
ini di Pemerintah Kabupaten dari berbagai hal yang sudah dicapai
pada 8 (delapan) area perubahan antara lain:
a. Manajemen Perubahan

1. Telah dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten, yang selanjutnya SKPD membentuk Tim Kerja

Reformasi Birokrasi dilingkungan kerjanya masing-masing.



2. Pelaksanaan Sosialisasi- atau Internalisasi Percepatan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah
Kabupaten.

3. Telah ditetapkan Agen Perubahan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten yang berperan secara intensif dalam
merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola
pikir serta mengimplementasikannya dalam perilaku
sehari-hari sehingga menjadi teladan (role model) bagi
pegawai lainnya. Penetapan agen perubahan namun belum
terintegrasi ke dalam sistem manajemen.

4. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Kabupaten Tahun
2020 mendapat nilai IPAK 3,52 dari Skala 4. Mengalami
kenaikan (0,17) dari tahun sebelumnya, hal tersebut
menunjukkan bahwa upaya pembangunan system
integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten telah
mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan
terhadap penerapan anti korupsi. Sedangkan pada Tahun
2021 nilai IPAK Pemerintah Kabupaten belum di peroleh
dari Lembaga yang di tunjuk KPK untuk melakukan SPI.

S5. Komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah dalam
pemberantasan korupsi salah satunya dengan adanya
komitmen bersama pencanangan pembangunan Zona
Integrtitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten vyang
ditandatangani oleh Bupati Kubu Raya, Wakil Bupati Kubu
Raya, Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, seluruh kepala
SKPD  dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta
disaksikan oleh  Kepala Ombudsman Perwakilan
Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah,
Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Kepala Polisi Resort
Kubu Raya, Komandan Kodim 1207/BS dan perwakilan
dari organisasi kemasyarakatan PEKKA.

b. Deregulasi Kebijakan

Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap

peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/

sinkron /bersifat ~menghambat dapat dilihat dengan

dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019
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tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun
2019 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c. Penataan Organisasi

1. Pada area perubahan Penataan Organisasi, telah dilakukan
penataan kelembagaan/organisasi yang disesuikan dengan
visi dan misi Kepala Daerah hal ini dapat dilihat dari
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Penyederhanaan Organisasi sedang dalam proses berjalan,
ditargetkan sudah selesai pada akhir tahun 2021.

3. Sudah dilakukan Evaluasi Kelembagaan dan akan
disampaikan ke Kementerian PANRB melalui surat Bupati
Kubu Raya.

d. Penataan Tatalaksana

1. Peta proses bisnis sedang dalam proses berjalan,
ditargetkan tahun 2021 selesai dilaksanakan.

2. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tahun 2019 adalah
2,56 berpredikat “Cukup”, hasil evaluasi SPBE Tahun 2019
dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh
evaluator internal Pemerintah Daerah dan evaluasi
dokumen yang dilakukan oleh evaluator eksternal
Kementerian PANRB. Untuk Tahun 2020 Indeks SPBE
Pemerintah Kabupaten naik menjadi 2,97 dengan predikat
“Baik”.

3. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan telah
menggunakan e-procurement dan e-catalog sehingga
meminimalisir terjadinya KKN.

4. Telah dilakukan penilaian terhadap Kualitas Pengelolaan
Arsip dengan nilai 69,93 predikat (Baik) atau menduduki
peringkat 5 (lima) se Propinsi Kalimantan Barat.

it



e. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 2,78%.

2. Penyetaraan jabatan administrasi yang telah mendapatkan
rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan
persetujuan Gubernur Kalimantan Barat untuk dilakukan
penyetaraan sebanyak 272 jabatan atau capaian 100%
terhadap model struktur organisasi dari Kementerian
PANRB.

3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi belum melalui proses
manajemen talenta.

4. Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Tahun
2020 sebesar 75 dengan kategori “Sedang”.

f. Penguatan Akuntabilitas
1. Capaian akuntabilitas kinerja Kabupaten menunjukkan
hasil yang masih perlu ditingkatkan dengan nilai SAKIP
56,31 /Predikat CC tahun 2019 dan tahun 2020 nilai SAKIP
58,66 /Predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja.
Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya
kinerja dan  penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten belum

berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih

lanjut.
NILAI SAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
£ 58,66
58
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55 54,47 54,54

54
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Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Kubu Raya. (LHE RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB)
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Capaian akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten
dari BPK untuk tahun 2020 dengan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kali berturut-turut.

. Efektivitas dan efisiensi anggaran sudah dilakukan, tahun

2021 semula terdapat 187 program menjadi 115 program.

. Refocusing anggaran tahun 2021 telah dilakukan sebesar

12,3% dari total DAU dan DBH.

g. Penguatan Pengawasan

L.

Level Maturitas SPIP tahun 2020 nilai Level 3 dari skala 0-5

(terdefinisi).

. Level Kapabilitas APIP tahun 2020 nilai Level 3 dari skala

0-5 (integrated).

. Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat Negara

(LHKPN) sebanyak 162 orang (100%) pejabat dilingkungan
Pemerintah Kabupaten telah menyampaikan LHKPN tahun
2020.

Penanganan  pengaduan masyarakat juga sudah
ditindaklanjuti melalui SP4NLAPOR!.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas telah
dilakukan pada akhir tahun 2020 namun belum
menetapkan unit kerja yang akan diusulkan memperoleh
WBK/WBBM.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.

Tingkat  kepatuhan  terhadap standar pelayanan
memperoleh zona hijau tahun 2016 oleh Ombudsman
Republik Indonesia. Tahun 2021 telah dilakukan penilaian

kembali oleh Ombudsman namun hasil penilaiannya belum

diperoleh.

. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) tahun

2020 memperoleh nilai 3,66 dari skala 4. Tahun 2021
belum memperoleh hasil penilaian dari lembaga eksternal.
Terdapat beberapa inovasi dalam pelayanan publik
diantaranya inovasi CMS Desa sebagai Top 45 Inovasi oleh
Kementerian PANRB tahun 2021 dan mendapat Praktek
Baik oleh KPK tahun 2020.
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IV. Dampak/Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi
A. Komponen Pengungkit

1.

Pemenuhan (Mandatory)

a. Manajemen Perubahan

Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk dan telah
melaksanakan tugas sesuai rencana kerja serta telah
melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan
hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

Road Map RB telah disusun dan diformalkan dengan
mencakup 8 area perubahan dan Quick Win dengan
melibatkan  seluruh  unit  organisasi kemudian
disosialisasikan kepada angota organisasi.

Seluruh PMPRB telah direncanakan, diorganisasikan dan
dikomunikasikan dengan baik pada masing-masing unit
kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tim
Asessor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja
asesor kemudian mencapai konsesus atas pengisian
kertas erja sebalum menetapkan nilai PMPRB Instansi.
Seluruh jajaran pimpinan tertinggi telah terlibat secara
aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB dan telah
terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam
melakukan perubahan melalui pembentukan agent of
change ataupun role model.

b. Deregulasi Kebijakan

Telah dilakukan identifikasi, analisis, pemetaan dan revisi
terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak
harmonis/sinkron /bersifat menghambat.

Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat
Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan
Paraf Koordinasi dan telah dilakukan evaluasi atas

pelaksanaannya.

c. Penataan dan Penguatan Organsasi

Telah disusun desain organisasi yang seluruh unit
organisasinya sesuai dengan rencana strategis
Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan

kelompok jabatan fungsional telah dirumuskan dengan
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jelas pada seluruh unit organisasi yang ditetapkan oleh

pimpinan instansi;

- Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan

fungsional pada seluruh unit kerja sesuai kriteria unit

organisasi yang berpotensi dialihkan sesuai dengan tugas

dan fungsi unit organisasi.

- Telah dilakukan beberapa evaluasi terkait :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan
ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit
organisasi;

evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada
seluruh unit organisasi;

evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi
fungsi kepada seluruh unit kerja;

evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang
berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu
kelompok kepada seluruh unit kerja;

evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya
pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang
atasan di seluruh unit kerja;

evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran
kinerja pada seluruh unit organisasi;

evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap
struktur yang langsung berada di bawahnya;

evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan di
seluruh unit kerja;

evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan
mandat di seluruh unit kerja;

evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang
tindih fungsi di seluruh unit kerja;

evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur
organisasi untuk adaptif terhadap perubahan

lingkungan strategis di seluruh unit kerja.

- Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan

mengajukan perubahan organisasi dan penyederhanaan

birokrasi.
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Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan
pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis yang sesuai

tugas dan fungsi.

. Penataan Tata Laksana

Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan
pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis dan dokumen
rencana strategis dan rencana kerja organisasi;

Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi;

Pemerintah  Kabupaten telah menerapkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

. Penataan Sistem Manajemen ASN

Perencanaan Kebutuhan Pegawai telah sesuai dengan
kebutuhan organisasi;

Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif,
Akuntabel, dan Bebas KKN;

Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi
kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana
dan kebutuhan pengembangan kompetensi dan Telah
dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan
pegawai berbasis kompetensi secara berkala;

Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka;

Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pemberian tunjangan kinerja dan pengukuran kinerja
individu telah dilakukan secara periodik;

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku
Pegawai telah diterapkan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten didukung dengan adanya reward and
punishment;

Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
dengan menetapkan kelas jabatan serta sesuai dengan
Standar Kompetensi Jabatan dan telah memberikan
dampak pengembangan SDM.

Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai

kebutuhan.
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f. Penguatan Akuntabilitas

Seluruh pimpinan telah terlibat secara langsung terhadap
penguatan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten dan Seluruh wunit organisasi berupaya
meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja;

g. Penguatan Pengawasan

- Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi dan telah
dilakukan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi atas
penanganan gratifikasi.

- Telah terdapat peraturan Bupati tentang SPIP.

- Penanganan pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan  kemudian  ditindaklanjuti = dan
dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat tersebut.

- Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM

yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Secara umum peningkatan kualitas publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten sudah baik dan telah sesuai dengan
standar pelayanan yang ada dengan menerapkan teknologi
informasi dalam memberikan pelayanan dan melakukan

perbaikan secara terus menerus.

B. Komponen Hasil Antara

1.

Kulitas Pengelolaan Arsip

Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Eksternal oleh Tim
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019,
yang disampaikan pada tanggal 14 Februari 2020, Pengelolaan
Kearsipan Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai 2.923
dengan kategori B (BAIK) atau berada di posisi 5 dari 14
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa

Indeks pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten
Kubu Raya tahun 2020 yaitu 22,22 poin.
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10.

Kualitas Pengelolaan Keuangan
Indeks pengelolaan keuangan belum diperoleh dari
Kementerian Keuangan.
Kualitas Pengelolaan Aset
Indeks pengelolaan aset belum diperoleh dari Kementerian
Keuangan.
Merit System
Pemerintah Kabupaten sedang memproses penerapan merit
system, yaitu dimulai dengan menyiapkan SK Tim Kabupaten
tentang Merit System yang saat ini masih proses penelaahan
pada Bagian Hukum, dan telah dilakukan penginputan pada
aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri
Penerapan Sistem Merit) oleh Tim Pokja BKPSDM. Sampai saat
ini proses penginputan data aplikasi SIPINTER baru berjalan
kurang lebih 75%.
Profesionalitas ASN
Jumlah PNS Kabupaten sebanyak 5.420 orang, dengan
responden sebanyak 41 orang atau 0,8% dari jumlah PNS,
maka berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas
ASN Kabupaten memperoleh nilai 75 atau berada pada
Kategori Sedang.
Kualitas Perencanaan
Indeks perencanaan daerah belum diperoleh dari Bappenas.
Kabupaten memperoleh penghargaan Pembangunan Daerah
2020 dari Bappenas.
Maturitas SPIP
Maturitas SPIP Kabupaten tahun 2017 telah mencapai Level 3
atau Terdefinisi.
Kapabilitas Apip
Pada tanggal 30 Januari 2020 Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan memberikan penghargaan kepada
Inspektorat Kabupaten atas prestasinya dalam pencapaian
Kapabilitas APIP Level 3.
Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

Sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik
Indonesia pada tahun 2016 telah melakukan penilaian
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kepatuhan terhadap standar pelayanan dan memberikan
penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten atas prestasinya
dalam pencapaian sebagai Kabupaten Terbaik atau mencapai
Zona Hijau atas kepatuhan terhadap standar pelayanan
dengan nilai 88,92 kategori Kepatuhan Tinggi. Selanjutnya
pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten dinilai kembali oleh
Ombudsman Republik Indonesia yang hasilnya masih tetap
mempertahankan Zona Hijau.

Pada tahun ini belum dilakukan penilaian oleh
Ombudsman Republik Indonesia, namun Pemerintah
Kabupaten setiap tahun berkomitmen untuk selalu memenuhi
dan meningkatkan standar pelayanan publik dengan
melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Pada tahun 2020 ini,
kami telah melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan
evaluasi kepada seluruh SKPD termasuk Kecamatan. Adapun
hasilnya bahwa seluruh SKPD maupun Kecamatan di
Kabupaten tetap berada pada Zona Hijau.

Sebagai amanat dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, terdapat 2 (dua) unit penyelenggara
pelayanan publik di Kabupaten yang dinilai, yaitu Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penilaian
tahun 2019 yaitu rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Kabupaten memperoleh nilai 3,41 dengan kategori B- (B
minus), artinya Baik Dengan Catatan. Dibandingkan hasil
penilaian tahun sebelumnya yang baru mencapai 2,99 kategori
C artinya Cukup, berarti mengalami peningkatan sebesar 0,40
poin. Pada tahun 2020, belum dilakukan penilaian.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019 Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan Publik.

C. Komponen Hasil

L.

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

a. Opini BPK
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Pemerintah Kabupaten sejak tahun 2015 sampai dengan
tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaporan keuangan
pemerintah daerah.

b. Nilai SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019, nilai SAKIP

Pemerintah Kabupaten yaitu 56,31 dengan kategori CC atau

Cukup. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya vyaitu

sebesar 54,54, maka mengalami peningkatan sebesar 1,77.

2. Kualitas Pelayanan Publik
Hasil survei persepsi pelayanan pada Pemerintah Kabupaten
tahun 2019 menunjukkan indeks 3,21 dalam skala 4. Secara
internal kami telah melakukan penilaian secara berkala per
semester oleh SKPD melalui kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten pada
semester II tahun 2019 yaitu 83,48 dengan kategori Baik.

3. Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN
Hasil survei persepsi anti korupsi pada Pemerintah Kabupaten
tahun 2019 menunjukkan indeks 3,35 dalam skala 4.

4. Kinerja Organisasi
a. Capaian Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019, capaian

kinerja Kabupaten memperoleh nilai sebesar 10,29 dari

skala 20 atau mencapai 51,45%.

b. Kinerja Lainnya

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperoleh penghargaan

tahun 2016 sebagai Kabupaten Terbaik atas Kepatuhan

terhadap Pelayanan Publik.

Kabupaten memperoleh penghargaan antara lain:

1. Dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan
Kabupaten dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan tahun 2019 dengan opini WTP.

2. Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) atas keberhasilan Kabupaten
Pembangunan Daerah tahun 2020.
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3. Dari Kementerian Keuangan RI atas Penyaluran Dana
Desa Tercepat se Kalimantan Barat tahun 2020.

4. Dari Kementerian Keuangan RI pemberian Dana Insentif
Daerah (DID) atas kinerja pemerintah daerah dalam
penanganan Covid-19.

5. Menjadi pembicara/narasumber pada sejumlah even
berskala nasional, diantaranya dibidang pengelolaan
keuangan, tata kelola desa.

c. Survei Internal Organisasi

Berdasarkan hasil survei internal terhadap 147 responden

pegawai Kabupaten Kubu Raya oleh KemenpanRB tahun

2019, terdapat 109 orang pegawai (74,15%) tidak memahami

tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak

memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya,
sebanyak 33 orang pegawai (22,45%) yang memahami tugas
fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami

ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya, dan terdapat 5

orang pegawai (3,40%) yang memahami tugas fungsi yang

harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran
keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
D. Penyederhanaan Organisasi
Dalam rangka melaksanakan penyederhanaan organisasi, pada
tanggal 30 April 2020 Pemerintah Kabupaten telah menyampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri hasil identifikasi dan pemetaan
penyederhanaan birokrasi, yaitu mengusulkan sebanyak 8
(delapan) unit jabatan struktural eselon IV pada DPMPTSP untuk
ditransformasi kedalam jabatan fungsional. Kendala yang masih
dihadapi yaitu masih belum memiliki jabatan fungsional yang
sesuai untuk dialihkan, sejumlah jabatan fungsional belum tersedia
tunjangan jabatannya, dan belum ada struktur yang baku pada
DPMPT seluruh Indonesia.

V. Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dari hasil evaluasi oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pelaksanaan Reformasi
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Birokrasi Pemerintah Kabupaten periode tahun 2015-2019 ada

beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pemenuhan
dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing
kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk. Belum disusun rencana
aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menggambarkan dan
memuat sasaran perubahan yang akan diwujudkan, ukuran
keberhasilan dan target yang jelas serta terukur. Selain itu kegiatan
yang dilakukan oleh masing-masing pokja belum terkait satu sama
lain dan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Kegiatan yang
dilakukan oleh pokja juga belum sepenuhnya merupakan bagian
dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana
yang ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis SKPD.
Internalisasi terkait penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten belum efektif dan merata kepada seluruh pegawai agar
memahami pentingnya penerapan Reformasi Birokrasi. Hal ini
tampak pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih banyak
dilakukan pada SKPD tertentu saja yang terlibat dalam tim
Reformasi Birokrasi, sedangkan pada sebagian besar SKPD lainnya
pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara intensif.
Penerapan Reformasi Birokrasi masih dipandang sebagai tugas
tambahan dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan
strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja intansi.
Pada umumnya unit kerja belum mengimplementasikan penataan
delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang menghasilkan
perubahan secara nyata. Hal ini mengakibatkan tujuan akhir dari
pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan
budaya kerja di seluruh pegawai belum dapat dirasakan.

Belum terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam
melakukan perubahan melalui agent of change ataupun role model.
Pemantauan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum
dilakukan secara efektif secara berkala, dengan membandingkan
target rencana aksi dengan hasil perubahan yang dicapai,
mengidentifikasi permasalahan, dan kendala dalam

pelaksanaannya serta menyusun tindak lanjut perbaikan.
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10.

11.

12.

13.

14.

mengidentifikasi permasalahan, dan kendala dalam
pelaksanaannya serta menyusun tindak lanjut perbaikan.

Belum melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap seluruh
produk hukum daerah yang tidak harmonis dan melakukan
evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan
peraturan daerah.

Struktur organisasi yang dibangun belum sesuai dengan kinerja
organisasi yang akan diwujudkan sesuai mandat dan tujuan
organisasi serta belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang
organisasi.

Peta proses bisnis belum disusun dan ditetapkan berdasarkan
keterkaitan proses mewujudkan kinerja.

Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan belum dilakukan
evaluasi secara berkala, untuk mendukung perbaikan kualitas
pelayanan publik.

Belum mengembangkan indikator kinerja individu sebagai turunan
dari kinerja organisasi untuk dimanfaatkan dalam pengukuran
capaian kinerja pegawai melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan
sebagai pertimbangan pemberian reward dan punishment.

Belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan sistem
pelayanan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi untuk
mempercepat proses pelayanan untuk meminimalisir kontak antara
petugas dan pengguna layanan.

Hasil survey pelayanan belum di publish dan belum dimanfaatkan
sepenuhnya untuk perbaikan kualitas pelayanan.

Kebijakan tentang penguatan pengawasan dan integritas seperti
kebijakan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan
whistle blowing system (WBS) belum diterapkan secara efektif pada
unit kerja.

Pemerintah Kabupaten belum melakukan pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ataupun
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
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BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi

Birokrasi ini adalah konteks dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu

strategis merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses

Reformasi Birokrasi.

A. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map sebagaimana yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024 adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi

jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya:

1.

e politisasi dan kooptasi birokrasi;

e penegakan dan kepastian hukum;
¢ administrasi dan kelembagaan;

¢ budaya birokrasi; serta

* globalisasi dan transformasi digital.

POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak
bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga
bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan
administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu,
sebagaimana yang diamanahkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi
Nasional bahwa netralitas birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya haruslah menjadi langkah awal untuk
menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten, mengingat tugas
birokrasi sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik.

PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat
diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum
akan mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment.
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Pemerintah Kabupaten perlu mendorong pemberian penghargaan bagi
stakeholder’s yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian
juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak pihak yang tidak
melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi.

3. ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa
prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan
antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung
perncapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan
publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak
dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip
efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa
mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas,
kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme

dari aparatur negara.

4. BUDAYA BIROKRASI

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem
berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian
diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan
oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses
panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai
penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi
tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif
dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang
professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi
menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

kehilangan modalitas mendasarnya.

5. GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama
bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia
yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada
tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs
diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya

di kancah global maupun regional.
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B.

Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik
perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan
pemanfaatan “Big Data’, pelayanan terintegrasi (integrated service),
pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan
pemanfaatan artificial intelligence di ranah publik. Dalam era globalisasi,
aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan

tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan
khazanah lokal.

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai
Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan
baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di
Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja
pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan
masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan
teknologi mobile internet, komputasi awan (Cloud Computing),
kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), maha data (Big Data), dan
Internet of Things (IoT) akan mendorong pemerintah daerah untuk
memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas
yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat.

Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor
publik, dan pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan

transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI
1. PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI
Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk
mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat
proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan
pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas
dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur
dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari

reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan.
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Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi
merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan
pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana
dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.
Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden
pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019.
Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan
menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan
mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi
jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah
dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya
mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian

mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

. TRANSFORMASI DIGITAL

Pesatnya perkembangan teknologi serta adanya pandemi
Covid-19 berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan yang secara simultan mendorong percepatan
transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi, khususnya
teknologi digital. Tantangan global ini menuntut Pemerintah Daerah
untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses
pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini
menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah
strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun
2025.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus
melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola
SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses
bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan

bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.
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BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

A. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya 2022-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan
bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator reformasi
birokrasi sebagaimana  tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 — 2024, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi.

B. SASARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa terdapat tiga sasaran
Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel,;
2. Birokrasi Yang Kapabel; dan
3. Pelayanan Publik Yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut merupakan
pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya.
Selanjutnya, terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolak
ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2022-2024. Di bawah
ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten
Tahun 2022-2024 beserta baseline tahun 2020 dan target pada tahun
2024.
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SASARAN DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI

KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024

BASELINE TARGET | INDEKS
SASARAN INDIKATOR SASARAN 2020 5024 RB
Birokrasi 1. | Indeks Perilaku 3,52 -
yang bersih Anti Korupsi (IPAK)
dan (0-5)
akuntabel 2. | Indeks Kapabilitas Level 3 Level 4
APIP (Level 1-5) (Integrated) | (Managed)
3. | Indeks Maturitas Level 3 Level 4
SPIP (Level 0-5) (Terdefinisi) | (Terkelola
dan
Terukur)
4. | Nilai SAKIP CC (Cukup) | BB (Sangat
Baik)
5. |Opini BPK atas WTP WTP
Laporan Keuangan
6. | Indeks Kualitas n.a 7,43
Perencanaan (Baik)
7. |Indeks Reformasi n.a Baik
Hukum
8. | Indeks Tata Kelola 0 82
Pengadaan Barang | (Kurang) (Baik)
dan Jasa (<60-100) 70-80
Birokrasi 1. | Indeks 43 (P-3, 60-81 (P-4 (Sangat
yang Kelembagaan Cukup Efektif) Baik)
kapabel (1-5) Efektif)
2. | Indeks SPBE (0-5) 2,97 3,5-4,2
(Baik) (Sangat
Baik
3. | Indeks 69,93 75,00
Pengawasan (Baik) (Sangat
Kearsipan (0-100) Baik)
4. | Indeks 75 81-90
Profesionalitas ASN | (Sedang) (Tinggi)
(0-100)
5. | Indeks Merit n.a Sangat
System (I-1V) Baik
6. | Indeks Kualitas n.a Baik
Kebijakan (IKK)
(<59,99 - >90)
7. | Indeks n.a 75
Kepemimpinan (Baik)

Perubahan (0-100)
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8. | Indeks n.a Baik
Pemerintahan
Daerah
9. | Indeks Pengelolaan n.a Baik
Keuangan Daerah
10. | Indeks Pengelolaan n.a Baik
Aset
Pelayanan 1. | Indeks Pelayanan| 3,41 (B-) 4,01-4,50
Publik yang Publik (0-5)/(A-F) Baik (A-)
Prima dengan (Sangat
Catatan Baik)
2. | Survei Kepuasan 84,14 88,31-100
Masyarakat (B, Baik) (A, Sangat
(1-4/A-D) Baik)

C. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road
Map Reformasi Birokrasi 2022-2024 tercapai, strategi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map
Reformasi Birokrasi 2022-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak
ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap
mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map
periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah
ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar
ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara
riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari Road Map
periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi
Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan

quick wins pada tingkatan nasional dan instansional.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam
dua tingkatan pelaksanaan, yaitu Nasional, dan Instansional. Pada
tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam
tingkat pelaksanaan Makro dan Meso, yang keduanya dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga. Selanjutnya untuk Instansional, disebut juga
dengan  tingkat pelaksanaan mikro mencakup implementasi
kebijakan /program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada masing-

masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.
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Beranjak dari hal tersebut,
melaksanakan reformasi birokrasi dalam tingkatan instansional sebagai

upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program

Reformasi Birokrasi nasional, dan RPJMD Kabupaten.

Selanjutnya dalam kaitan dengan pencapaian sasaran reformasi
birokrasi dalam tingkatan instansional dimaksud, pelaksanaan reformasi

berfokus pada pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan, serta harapan-

harapan reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan antara lain :

maka Pemerintah Kabupaten

No. SASARAN REFORMASI
BIROKRASI DAN AREA
PERUBAHAN

HARAPAN

i1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Deregulasi Kebijakan

Terwujudnya sistem hukum yang
integratif, harmonis dan kondusif
dalam penyelenggaraan
pemerintahan

Penguatan Akuntabilitas

e Terwujudnya anggaran berbasis

kinerja/tata kelola keuangan
yang baik

Menguatnya manajemen Kkinerja
dalam sistem pemerintahan yang
efektif, efisien, dan akuntabel
dengan target predikat nilai
SAKIP A

Opini BPK terhadap LKPD WTP
Meningkatnya kepemimpinan
yang transformatif untuk
memperbaiki kinerja birokrasi

Penguatan Pengawasan

Meningkatnya sarana dan
prasarana pengaduan
masyarakat dan optimalisasi
penggunaan aplikasi SP4N
Lapor! (Penyelesaian
Pengaduan).

Penguatan partisipasi publik
pada perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan
Penguatan SPIP di setiap SKPD
Meningkatnya kualitas
pembinaan dan pengawasan
internal (APIP)

Terciptanya pengawasan yang
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e Terciptanya pengawasan yang
independen, profesional dan
sinergis

e Seluruh  jabatan Pimpinan
Tinggi, jabatan administrator,
dan Pengawas menyusun LHKPN
dan menyampaikannya ke KPK
e Seluruh rencana aksi program
pemberantasan korupsi
terintegrasi pada Pemerintah
Kabupaten dapat dilaksanakan
dan Penguatan komitmen
pimpinan dari level tertinggi
hingga terendah di dalam
pelaksanaan pencegahan dan
pemberantasan korupsi

Birokrasi yang kapabel

Manajemen Perubahan

* Meningkatnya fairness,
transparansi, profesionalisme,
dan nondiskriminatif dalam
sistem pemerintahan

¢ Menguatnya  integritas dan
budaya anti korupsi dalam
birokrasi dan penguatan agent of
change (agen perubahan) atau
role model.

Penataan Organisasi

Tertatanya kelembagaan instansi
pemerintah yang berbasis kinerja
dan prinsip efisensi

Penataan Tatalaksana

* Meningkatnya pengelolaan aset
daerah.

e Meningkatnya tata kelola
kearsipan dengan indeks
kearsipan tinggi

e Terwujudnya UKPBJ Center of
Excelent (CoE) Level 5

e Terintegrasinya sistem informasi
dalam mendukung pelaksanaan
e-government sehingga dapat
menciptakan pelayanan publik
yang responsif dan berdaya
saing.

e Indeks SPBE mendapat predikat
nilai 4.

e Terciptanya proses bisnis dan
SOP yang sederhana, mudah
dan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi
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Penataan Manajemen SDM
Aparatur

Meningkatnya profesionalisme
ASN Dberbasis sistem merit
dengan penilaian indeks
profesionalisme ASN kategori
sangat baik dan diterapkannya
TPP berbasis kinerja

Komitmen dan  konsistensi
penegakan disiplin terhadap
ASN yang melakukan
pelanggaran dan pemberian
reward yang jelas terhadap ASN

Pelayanan Publik yang Prima

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Meningkatnya inovasi baru dan

pengembangannya dalam
pelayanan publik
Meningkatnya kinerja
pelayanan publik
Meningkatnya keterbukaan
informasi publik dalam

pelayanan publik.
Terbentuknya Mall Pelayanan
Publik.
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E. QUICK WINS PROGRAM DAN KEGIATAN 2022-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Quick Wins, bahwa quick wins merupakan aktivitas nyata
yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat oleh pemangku
kepentingan utama baik eksternal maupun internal organisasi. Aktivitas
tersebut merupakan kegiatan yang terkait dengan core business, dan
berasal dari program-program reformasi birokrasi yang terdapat dalam
Road Map Reformasi Birokrasi yang memberi dampak perbaikan besar
dan dapat segera dirasakan oleh para pemangku kepentingan organisasi
yang bersangkutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, seluruh
K/L/D harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai quick wins
utama pada tahun pertama dan maksimal tahun kedua periode 2020-
2024 (quick wins mandatory). Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan
dengan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian,
apabila dirasa perlu, K/L/D dimungkinkan menambah quick wins selain
penyederhanaan birokrasi (quick wins mandiri) sesuai dengan isu
strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki,
sebagaimana tahapan/langkah-langkah perumusan dan penetapan
quick wins di atas.

Sejalan dengan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten
menerapkan Quick Wins Reformasi Birokrasi tahun 2022-2024 sebagai
berikut :

Penyederhanaan Birokrasi (quick wins mandatory);

2. Penerapan Cash Management System (CMS);
Penerapan TNDE (e-TND) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya;
Penerapan MPP (Mall Pelayanan Publik);
Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya;

6. Pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis online;
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10.

Penerapan Zona Integritas di seluruh OPD;
Penerapan LHKPN dan LHKASN;
Penerapan e-SAKIP.

Pembangunan Satu Data.
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BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan
baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya dalam upaya percepatan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi
telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua SKPD
telah dibentuk tim yang berperan untuk menggerakkan dan mengelola
Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan
sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan. Adapun tim penggerak

(tim kerja) dan pengelola Reformasi Birokrasi dimaksud yaitu:

1. Tim Kerja Reformasi Birokrasi
a. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana yang telah ditetapkan
melalui Keputusan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim
Kerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Kubu Raya.
b. Tim Kerja Reformasi Birokrasi SKPD. Seluruh SKPD telah
membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi dilingkungan kerjanya

masing-masing dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tim kerja reformasi
birokrasi berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi dan unit
kerja di dalamnya sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai
dengan Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah
ditetapkan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Reformasi
Birokrasi, khususnya melalui pelaksanaan 8 (delapan) area

perubahan Reformasi Birokrasi.
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2. Agen Perubahan

Agen Perubahan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ditetapkan
melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 631 Tahun 2020 tentang
Agen Perubahan Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten. Agen perubahan berperan secara intensif
dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola
pikir serta mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari
sehingga menjadi teladan (role model) bagi Pegawai lainnya.
Selanjutnya, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
telah membentuk agen perubahan dilingkungan kerjanya masing-
masing yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD.

3. Tim Asesor PMPRB SKPD
SKPD membentuk tim asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan ujung tombak sistem
PMPRB online.

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring  pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan
kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Monitoring dilakukan sebagai
sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map
reformasi birokrasi apakah telah berjalan sesuai dengan jadwal, target-
target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses
monitoring akan dilakukan berbagai koreksi dan catatan yang menjadi
pedoman dalam memperbaiki pelaksanaan Road Map Reformasi
Birokrasi kedepannya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dan
kegagalan dalam pelaksanaannya dan target target yang telah
ditetapkan dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan dengan
metode berjenjang, diantaranya adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi tingkat SKPD
1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk
membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian
yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau

perkembangan lingkungan strategis.
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2. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

3. Pengukuran target-target kegiatan dan program reformasi birokrasi
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

4. Pengukuran target-target kegiatan dan program Reformasi Birokrasi
internal SKPD;

5. Pertemuan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi setidaknya
6 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.

b. Monitoring dan Evaluasi tingkat Kelompok kerja

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kelompok kerja
reformasi birokrasi untuk membahas kemajuan, hambatan yang
dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon
permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

2. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

3. Pengukuran target-target sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

4. Pertemuan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi setidaknya

3 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Pelaksana.
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BAB VI
PENUTUP

“Kepong Bakol” Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan
pemerintah yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek KKN.
Ditengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan kualitas pelayanan
publik yang prima. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya harus terus dibangun dan dijaga agar tercipta tata

kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Melalui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya 2022-2024 merupakan bentuk pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kubu Raya yang disusun dalam satu
kesatuan dokumen yang berisi mengenai arah pelaksanaan kegiatan dan
aktivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Nasional 2010-2025.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara bersama-
sama berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara
bersungguh-sungguh dan terukur agar terwujudnya Kabupaten yang
bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religious, sehingga

berkontribusi nyata mewujudkan visi Indonesia

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal .3\...Resembec, 209

SEKRATARIS DAERAH KABUPATEN KPUBU RAYA,

YUS ANIZAM

55



- e A

95

¢c0¢ NNHV.L VAV NdN3 NHLVdNIVY HVINIR[IANAJ
[SYAXMOAILI ISVINIOAHY ISMV VNVONHA

¥¢0C-220C NNHV.L

VAVA NdN3 NELVdNEVY HYLNRIFNAC
[SYAMOAIL ISVINIOAHY JVIN VO
DNV.LNHL

1202 NNHV.L " JOWON

VAVYA NINH ILVdNE NVINLYVIHd
IT NVAIdINVT



r&—-‘-——

LS

Ldn/adis ueyIseIgojuIduaw uep g
qninas um omb uep gy ey
1sestuesIQ HEAERENEE EEPCSEIR RERES ad mnmowou /1537 : BUBOUDI
uerdeg € el19y BUBOUAI UIWNNO(] nrA21/uBunsnAuad °q
SI82]1BI)S BUBIUIR
Jelde(q uep QW IS1ad1 ueduap
yeIop(adsu] 120z unye], Ueseuesyeqp yepns ISEIOIE uexIseIgojuISuaw uep
1sestuesiQ ISBULIOJY dpjy pproy NIARY ] dow pvoy depeyrd
uerdeq uep ISen[eA; udwnyoq NIAJI uep Isen[easy ‘e
‘SI391BI11S
BUBOURY uep anrda
uedusp sere[as Sued gy Blay
BUBOUIY /ISy BUBOUIY UBP
dopy proy niasi/ueunsniudd | (g
Idn/adis
ynimiasg ISEN[BAD ISBN[eAd
1sestuesio nsey Jnfue Xepun uep psey  Jnfug]  yepun
uerdegq AQUO ueiode] uswnio( uep eIy BUBOUII ASUOI O
Idn/adis
ynanpes
isestuesIo 0Z0Z unyey, ynNjuaqip yepns G
ueIeg Ad>IS € el1ay wry, 3s g elay wil, yNuaqudy "q
ISBSIUBSI0O uajednqey
weSeg 0207 Unye, yNIUsqIp Yepns - allr: nv_m B
ISB{OII ISBULIOIY
el1ay wi], ynjuaqudpy | (T
ISVXOAId
ISVINIOAHA
SMHANI NVHVEHNAHd NHNILVNVIN | ]
LIVIHL
ONNDONVNE NVINg / 2202 NNHVL

20T NNHV.L VAV NN NALYdNEVY HVLNIIHNEd ISVAMOAII ISVINIOAHY ISV VNVONHA




85

Ldn/adis
qninges e
1sestuesiQ el1oy eAepng
uerdeq e 0Z0Z Unyel Jniuaqip yepns S Uep uByBqNId] UIBY IS |

eliay
vAepng odwoay uwerep
mye Sued ueyeqnidd
uady YMuaqus N 'q

ISBSTUBSIO
1sestuediQ

repu-repu - uep ey
uerdeg e eAepng Suejud], dnqiad | °

ISeSTUBSI0 [B[IU-TB[IU UBp
el1oy edepnq ueydejoua|y ‘e

Isenjoryg
ISBULIOjay el1oy eAepng uep
ueyeqnIa uady uee[o[adudd

(t

TN

Ldn/adsis ISESI[BUIS)UI /ISBSI[BISOS

ynnps e

uejergay uerodeT | -

‘SuISBW-suISew
elin] Jjun  ueSunydulrp
= ps | el1ay BUBOUAI
uep IsenjoIlyq ISBULIOY
dopy ppoy ISEsIEUINUI
uep ISESI[BISOS
usynyepw 43S yninps 'q

Ldn/adis
YIINpRS e

1sestuedIQ
ueIideq e

ISES[[BILIdJUL /ISBSI[BISOS

uejersdoy ueiodeT | -

ad>is ynumpas eped
€ eloy euBdUAI/ISYE
BUBOUAI uep ‘ad
dopy ppoy ISESIEUINUL
uep ISBSIEISOS ‘B

‘Temedad
gnumpes nejeddys ynampes
epeday  ueyeqniad  [ISeY
uep g eIy eBuBOUAI/ISYE
BUBOUAI ISESI[BUIdIU]

(e

LdN/adis
qnnjas e
1sesuedip ] ueeuesyerad

ueldeq e

AJUOTA uerodeT | -

B[B312(q BIBOIS
€ el BuBdUAI/ISYE
BUBOUAI 1sejuawadun
Auow ueyNBPRPN O

mﬁwmﬁgm BUBIUIY
uep QWId IS1Ad1 ueduap




d\'\

6S

ueInje Isensalap ISBED{0IIq jBqUIBYSUOW SUBA
wnsny uerdeg e ex19)  uerode]/uawinyocg ueimie 1sendorop ueynePRN | (g
B[E319( BIBIIS BresIoq
yerep wnyny npoxd BIBJ2S (UeIdBD wWnyiny
e ueunsnduad uernepusduad ynpoxd ueunsnAuad
wn3nH UEIsEy e ueiode]/usmno( | uenepuaduad ueyNYEPN q
uexIqralp
wnyny ynpoid &wﬁgu%m yere Sued wmyny ynpoid
ISENJIJUIPI UBP UBEB}IW depeyaa) ISe;nuapl
wnny ueisegq e uerode| /uawmsio( | uep ueejouad nﬂﬂdxﬂuwﬁ B
"B[E319Q BIBJIS (BIIED
wnyny snpoixd ueunsniuad
uenepuaduad uep ISEYYHUIPT
‘ueejamwad ueynyePn | (1
NVIVLIHEN
SVLI'TVOY
SYMHEANI T
WMNH
ISVINIOAHA
TS SHMHANI T NVIVLIEE ISYINDHAEA | 1T
! —.Hm_mam - ISESI[BILI9)UI UBP ISBSI[BISOS NSV epeday elioy edAepng
s ue)ersoy qﬁomﬂ ISESI[BUIdIU] UBp ISESIEISOg | (S
ISBST elroy
EDWD@WMM . eAepnq aAduow uerodeq | - el1o3 eAepnq AQUOI "9
qninpRs e
ISBSTUB3I0 el10y] vAepng el1oy eAepnq
a\ erged e uBsSnuwny uawnyo( | - uesnuInI ueUNSNAUdd ‘P
.Eﬂ :mzmwm : ISBSTUESIO Te[U
B -eu uep ey edepnq
ISesI . T . uedieseplaq  ueyeqnrad
uerge yeqniad uady ueiode] jenquaw uBYBqNIdd uady O




09

Iejueduad

jeIng /ueegequiaray jESnJ yejuLIamwa epeday

1sestuesiQ ueejeuad uep isesiuegio  ueejeuad  UEp
uerdeq e Aduoly uerode]/udwmioq seneas [isey ueredwedusd | (€

redeorp

ISBSIUBZIO Innns ueye Sued elun] eped

1sesuesIQ jexta) nedng uBIMjBIg uesresep 1p Sued 1sesuesio
uersegd e /yese( uBIMIBIAg mpjnns ueunsniusg | (g

ISBSTUBSIO ueedequia[ay]

uerdeq e asuol uerodeT/usumsio] ueveSequia[ay ASUON | (T

NVVOVHNHTHA NVVOVHNWATIA
SMAANI | /ISVSINVOIO  NVVLVNHd | ‘I

unsnsip yeal

ueyeliqay] ueunsniuad Sued uexeliqoy UBIEBJUBTIIN
Aduoly uerode]/uswmioq ISEN[BA2 ueynyePnN | (S

uexeliqay

ISenuLIoy] uep buyas epuade

ueyeliqay pndrowr  Sued  uexeliqay
UBBUBIUIII] uwInyo(] ueeueouatad ueyePN | (¢

uesuepun

-Suepuniad ueInjeIad -ueguepun-guepuntad

uerepuaduad  walsIs uernjerad uerepuaduad

uep ISESTUOULIBY - wI)SIS  UBpP  ISBSTUOULIBY

wn)}nH ynpoig ‘aeunsnAuad anpasoxd

ueBUNSNAUIJ dos - euoiserado repuels ‘Isensal

6107 UNye], Ueeuessye[p yepns Eﬂzwwm wxmﬁaﬁ Mt e

eysurIay udmwno(q - ‘aeinyerad ueunsniuad

‘yerde( ereo el uedejouad us3uap

wnyny ynpoid eAey ngny  uxedngey

uBUNSNAUIJ dnqig - YBJULIdWAJ uedun3ur|
wnyny uerseg e ‘€ 1p 1semSar woysis uejenduad | (€

U1 Jees

ueSuequayiad ®BlIRS 1s3unj

1senjonq jequreyduad uep seSny  ueeuesyepad




s U

19

yemeq

yeropfadsuy e AAdS OIS LS ONISLI
OJuTWIO}] SBUI(] usweue) uawno( | ° uowfeurw UBUNSNAUY ‘B
q6dS uawaleuey uederdudd | (g
ISBS[UBSIO
ﬁﬁ.&ﬁm .
Ldn/adis AAdS A€dS
ynmiag e eloRy  eygl,  uederoudd g[oey eyEl  ueyeligay
ojurmoy seulq e Aguoly uerode]/udwmio(] uederouad AQUOIN D
ISBSTUBSI0O
ueideg e
Ldn/adMs ALdS Ueyeliqay el193 Jun ueSunSurp
HIRIRE ISESI[BULI)U] /ISESI[EIS0S adds ueelqa
OJUIIO}] SBUI(] uejerday] uerodeT | ° ISBSI[BWLIAIUI /ISBSI[BISOS '(
ISBSIUB3I0)
uerseg e
Idn/adis TEdS ISBUIPIOOY
qninias e €4S ueejopafuad wajsis uep ueeopaduad
OJUTUIOY] SBUI(] uerode]/uswmyo( | ° sejisedey uejenguad ‘B
npedia) sueA
A€dS BlO[oY BBl uelendudd | (1
LSV
NVVTIOTHAONHd
SHMHANI
NVJISVHEN
NVSVMVONHI
SMHANI -
HVIdava
NVHVINI—IHNHd
SMHAANI °
NVONVOH
NVVIOTAONHd
SMHANI -
dddS SMHANI - VNVSIVIVLVL NVVLVNHd | Al




e T

9

ueeyesndiog disre ueejojaguad
uep uedisreay disie uexeliqey  ueeuesyed
SBUI(] e uee[o[adudd asduoy uerode] ISEN[BA? UBP SULIOJIUO O
ueexeIsndiag disre el103 U /S Yningas
uep uedisIeay ueeropaguad ISESI[BIS0S oy disre ueejoaSuad
SR - uerodeq uexeliqax Ises[ersog 'q
(repuey uep wropour)
disie ueejoraguad
ueeselsndiag Suejua) ueseliqay
uep uedisreay] ueewnduwaiuad
SBUI(J * uerodeT/uswmsoq Jueunsniuad ‘B
(reastp
9y [enuewl LIep) [epuBH
uep  wepol  uedisieay]
udwaleuey seyuowapdwy | (¢
1sesfuesio
uerdeq e (DS TeIUE Buresiaq
ldn/adis LI weyeSuTuag BIBOIS e BBJUBTID
gqninpes e Jueunduequag uep I1seidojulid) Sued  LL
OJuTIIO}] SBUI(] * ueiode]/uamnsoq mpnuseyul  ueunduequad | (b
ISBSTUBSI0
ﬁd_w.wm @
Idn/adis npedis) yiqnd ueueke| uep
gnnpag e ueyejurowad  ISBrSIUNUPE
ojurtnoy] SeUl(] e uerode]/uamnyoq uBUBAR[ ueSuequaduag | (¢
ISBSTUBZIO
ueides e ueSunqueursayIaq
Ldn/adxis uep L B
gqninag e €4S ueejopaduad ‘udIsye  BIBIAIS  HHdS
OJuItnO}] SBUI(] uerode]/usamnyo( | ° msun-Insun uegopduad ‘q
ISBSIUBZIO
uerdeg e
Idn/adxs

gqningas e




€9

onqnd
ISBULIOJUL UueeNqIalaz

Aduow ueroder | -

sqnd
ISBULIOJUI  UBBYNQIaY
ueyeliqoy  ueeuesyerod
Isenead uep SuLIONUON ‘q

anqnd
yqnd 1sewrojur uejensuad ISBULIOJUT  UBENNINI
uerode|/usawunyo( | ° iseyusurdunr  uejensuad ‘B
yqnd 1sewrojur ueeynNqiaay | (01
nijepLq
19sy uee[o[a3uad Sued wueinje uep yYepIey
uerode]/usmnioq 1ENSIs 19SSk seje uee[o[aduad | (6
Auow
IseIgajuLia) SueA isexnde ellouny ‘esel uep Suerieq
‘uere§8ueSuad  uawnOp ueepeduad ‘uereg8ueduad
‘aeeueouarad uamwn{o(] ‘aeeueouarad seidauy | (8
(ueyeansiad
uIWN}OpP-2 rsexgdajui)
disxe 1sesiensp ISBIZ2)ULID) Juesk disie
Isejuaward uerode] ISESIRNSIQ iseyuowaiduy | (2
ueInje rensas disie
disre ueejoraduad uerode] ueejopaguad uejey3uruad (9




-o’\—_L-

remedad ueyningay 1suaaduoy SISBqIaq NSV
uedunjmgrad wownog e usremedo3oy  ISBULIONUT
remegod 1ISNQLOSIP wI)SIS ueSuequaduad
Wasdyg BUBIUII uamnsyo( e ueeopduad uejeN3UTUd] B
‘ueeraelosay uejeguiuad
remedad ueyningay uep Juey ueduequaduad
uedunjigrad uawnjoqg - ‘uee8reyduad uep
Ldn/adis remegad snqLisip elroun] uererruad ‘rsuajadwoy
qrunas BUBOUAI uawnyoq - ‘weSuequiouad  ‘ueinyarad
ISESTUBSI0 WAS uawsfeuew ‘ueeueouaIad nndiow
uerdeg uIa)SIs ueejeuad Sued WAS  usuwfeurw
nasdayg ueiode]/udwmyoq - woysis ueejeuad ueynEPN | (1
NSV
SV.LI'TVNOISHAO¥d ANLVAVIY
SMAANI | WAS NAWHIVNYVIN WHLSIS ‘A
ldn/adds
ynangas - JdOS uaumyo( e STUSIE $9S01] Uesuap
1ISestuediQ : STuSIg sereos SueA adds denes
uerseq $3S01J ¥l9d uUdWNHO(] e dos nraaz/ueunsniudd | (g1
Ldn/adds
qnmpes
isesTuegio 120¢ unye], Ueeuesyeqp yepns — s
ueideq §3S01d BJ9d  uamwnyo(] | - B9 niadr/ueunsniudd ‘q
Idn/adMs
ynimias
o— 1207 unye], Ueseuese[Ip yepns Wi B
uerdeq uejerdoy ueroder] ueunsniuaj ISBSIBISOS ‘B
jlun uep suesul
stusiq sasoid ueduequasuad | (TT




S9

Ldn/adis euesyead ueyeqel eSsury
qningas uejeqel Jejue SeIB[3S
ISesIuedIQ nprarpu] elraury Sued nparpur  eloun]
uerdeq | wedejouag uamInyo(] uedejouad /ueunsniuad ‘e
nprarput
ellouryy uemyn uedepudd | (g
NSV
remedod yningas Juawssassy  ueveuesyead remedad ynanjas epeday
Wasdd epedoy deyelraq BIBOIS UBNBUBSHE[IP UBNY uerode] /uammiocg JUaUISSaSSD UBBUBSYR[dd ‘P
el NSV suajadwoy ueejowad
juowissassp  ueeuesyead uep BUBOUAIY)  SuBA
WAasdd uelode]/uamniocg JLrey ueduequaduad ‘O
ldn/adis 1suajoduroy
UnInEs uep ISeNyIEeny
1sestuedi ‘uejeqel nunuaw OULIP
uerdeq NSV UBynINGay Suek reuoisel Sued NSV
WAasdg ueeuedUuaI2d uawmnjo( uByNINGay UBBUBIUID 'q
Bing.ra)
IS}I[as ueeuesye[ad BNQId) SIS
Wasdyg uerode’] /uswnoq I[B[PW [ J[* UBISISUdd ‘B
wajsAs juaw SISBqIaq NSV
uwowfeuewr  1sejuamaduu] (¢
reuorssajoid
NSV 1sejuamaidur BIB9S NSV udmafeusw
wasdxg uelode] /uamwnioq disuud-disurid uexdersusa|y (1
NSV
NHNHCYNVIN
VIOTE
VLVL S3MUANI °
WHLSIS
LIHIN SMHANI °




99

YnIngas e
i o elray E.zq_on sISI[eUR
" uep uejeqel  sIs|EUER
uerdey uep qelue psey uvawnyjo( | ° niaal/ueunsniAuad ‘B
ISBSTUBSIO UBYNINGIN
uep elroury ISEN[BAD
uep Suuojuow /IiIsey
uesIesepiaq NSV JIMeyq uep
S GSTEG isuajadwioy  ueSuequaduad | (9
qum_m\a.&_wm . NSV 12 2pox /urdisip
L A8 uediouad uelode] e Bl1ay ueSunsSur
L . mzm< na apoy /urdisip I ¥l 9poy/undisip
ot uejud) ueyeliqay e uBIn)e uederousg o
qnimpes e
OJUITIONSI(]
avidd e mmEE el1ouny sejanse
Bp ueNIesepIaq
NASdYE * ddlL uerraquiad ueyeliqay] NSV 18eq ddl UeLaquad ‘q
OIS urdisIp ueInje BLIAS
avdd e ISBSI[BISOS e
ISesIel NSV epedoy ueeurquiad
Wasdd e uejerday ueiode] uep ISBSI[BISOS ‘B
elaury
ueNIBSEpIaq Juawystund
ISESTUESI0 pup  pmomay  uederuad | (S
ueideg e
Ldn/adis erey
YIInpES e -
NPIATPUT BIBOJS npIarput el
a raTpur Lioury
E\MMM&M . elounyy aAsuowr ueiode] iseneaa  uep  Suuoyuoly | (&
ynInps e IOVBIP M_WM nou_m
1818 ueunsSnAu
1sesTuesI it A b o
ISESI (0] Juesnuniad  ueeurquad ueunsnAuad uep

ueIdeg e

uBeIday uerodeT |

uesnuwniad ueBUIqUR 'q




L9

gqniniag e requiay UBNSNUnIduW
epaddeqg e 120z UNyYeL Ueyeuesye[p yepns UBBUBIUIIg Uawmyoq | uep exSuay e
(Bunossoso
pup  aaypiogn]jod)  I0PYIS
sejur SueA Sued ueeueoualad
uep ISeIS0)ULId) UBBUBOUAIY] | (T
NVVNVONHIHI
SMHANI 'C SVLITIGVLNOAV
dDIVS IVIIN T NVLVNONHd | 'IA
NSV Bju[e)}
ueremedoday uep Jauey ueduequoduad
ISBULIOJUT WSS ynjun ueremedaday
uep 2seqp ueduequaguad ISBULIOJUT WI)SAS
NAasdd e uerode] /uswnio uep o9seqejep uelendudd | (01
FEETy
wesa1 uep jood jusp] EIBP
Bjuare) uawafeuew ueyeundduow  ISBISIUIUIPE
WASdNd e ueeuesye[ad uawnjo(g ueyeqel uersiduad | (6
ISESIUB3I0
uEeg NSV sepgajut /requ NSV
NASdMd * -Teru ugduequaguad sejudajur ueyedouaw ynjun
jeIO)adsSU] e AduOwW ueitode] Te[Iu-Te[Iu ueuequaduag | (8
OJuTtIONSI(J NSV uawafeuew
NASdNd LI uejepRjUBWd] UBIOdE] weep I uejeguBwRd | (L
NI
seqaq uep ueredsuer}
SNdD ‘eyngra BIBDIS
UaUNNINAI ueeuesyead Mddd neye/uep SNdO
WASdME uelodeT/uswnijoq | - USUNNINJI UBBUBSYE[R] 'O
1epIqg uByninga 1ep{Id ueynmingay
WAsdd e sISI[BUY [ISBH uawnio( | ° SISI[eUY uBUNSNAUdd 'q
LdN/adds ] |5k |




aﬁf“\

89

Idn/adis
ynnpg e

1sesiuesi0
uerdeg e

1sestuedi
—Hmww.mm L]

Ldn/adds
Yninps e
epaddegq e

ueinfue]/1z0g unye], Ueyeuesye[p yepns

req

dIXVS Te[IN » BIBDIS JDIVS ueyderousw
ADIVS 1sejuamardun ymyun suejsur  ueudund
uetode]/uawinyo( e UIUNION ueiesurudd | (g
AdDIS BOSUR

UBBUBIUIII] UIWINHO(]

eped  10)eyIpul  UEBP
uenlny uedejouad jrexIa)
BUWIBINIY) ‘XS elouny
ueeueouarad  uswnOp
sejeny  UeYJBYSUIUdN O

ISESIUeSI0
uerdeg e

Ldn/adis
gninges e
epaddeg e

ueInfue|/{z0g UNYL], UL euesye[Ip yepns

(weyeqniag
eluay uep BISUIY)
UBBUBOUAII]

uawnyo( | °

+c0C-610C ANrdd
st uep 1sia ueredeouad
werep  nedng (i)
ewen  elroun{ IojexIpul
ueduop seIEERS  IE3E
(wregqeqniad eluaxr uep
uegeqniad eNsudl)ddis
ueeuROUAIAd
uawInNyop eped
welersay  qns  efrouny
IojeyIpul UEBp Uejersay
ellouny| J1ojEMIpUT  UBP
wrerdord elrouny Jojesput
‘eureyn eliouny 1ojexrpul
BL9SIqdS Ueyeqniad
BIISUSI UQWNNOP 1JeIp
ISu9jsise Uuep ISen[eas ‘q

1sestuegi0
g@m_m— .
Idn/adis

BAU[IAI[
TeNsas  UBp  INYNnIa)
jedep  1eSe  gWrdd
1siaox - eped  sidajens
UBIBSES IoyexIpul
uep SI39]BI)S UBIBSES




e TS T

69

1dN/adis ‘elrouny ISBULIOJUT uep ‘ugeurouaIad
qnmjss e waJSIS uerserdayuiduad “el1auny ISBULIOJUT
avidd e uep ueduequaguad wo)sIs uerseidojurduad
epaddeq e uerode /uswmo(] uep ueSuequaguad | (S
IdN/adis
qnmpasg e
IsestuedIQ elrouny
uerdeq e ueroder ueunsniusd °q
Fuisew-3uisew
Idn/adis el1ay ueSuns{Sump
ynimpes e BlexIaq BIBOIS
Isestuesio elloun] ISen[BAd  UBp
uerdeq e SuLIo)yuOW  UBBUESYE[Y] B
B[eNI9q
BIBDIS elroury ISEN[BAD
| uep Suuojuow ueeuesyeRd | (¥
Ldn/adis
qnmgag e
ISESIue3I0 ueunye], BLaumny uBUNYEL
uerdeq e uedejausg uawno( | - eliaury] uedejouad ‘O
1sestuediQ
ﬂﬁm&dm (]
Idn/adds
qniniag e buipoosvo
epaddeq e furppospy uawmo( | nraax/ueunsniusd °q
ISESIUBSI0
uelrdeq e
Idn/adis Buippospo
qnmisg e ueunsnAuad ISESI[BISOS Furpeosed
epaddeq e 120z UNye], UBNBUBSE[IP YEPNS uejergoy ueroder | ueunsniuad  ISESIBISOS ‘B
(epposwo Abayp.as pun [00b)
isesruedio  elouny  epeday
jun  efrouny uesere[aAuad
sejyreny ueyeduruad | (¢




0L

Ldn/adis Suek [ey-[ey UBNNWAUIW
qnmpas e ynjun epe yepns
qeldeq dIdS 1sejuauapdunn Sued woysis  depeyria

JeIOadsu] e AQUOI ueioder | - Isen[eAs uep SULIONUON ‘O

IsesTuesIo
c.d_Mdm L]

Ldn/adis JIdS Insun-msun
aﬁzﬂﬂﬁ% . ueysejudwRdmrdua

ynjun

“EMm&mws e dIdS Suejua) ueseliqay | - mpnunsegul  JENqUBN °q

ISEsIUBsI)
uersed e

; dIdS
ldn/adis ueyisejuamardwiuaw
WIS - dids ynjun UQUIIIION
yereq ISEBSI[BULIJIUIL /ISBSI[BISOS unSuequow  uBp  JIdS

je10)3adsu] e ueioderT | - ISESI[BULIO)UL /ISBSI[BISOS B

dIdS 1sejuama[dur
uejenguad uesnyePN | (1

VSV ® DNVvVd
NVVAVONHd
VIOTdEA

V.LV.L S¥HAANI -~

Mdd INIdO -
dIidV

SVLI'TIgvdv -~

= 556 dIdS SVLRINLVIA -~ NVSVMVONHd | TIA
uerdeq e el1oupy siseqioq ueressue

Ldn/adis Aauow UBNISESI[BaJUI eyduel
gqninias e 40f ampa  1sejuawAIduIT weep Asuow J4o0f anpa
avidd e uelode] /usawnyoq isejuamardur ueenduag | (9

ISBSIUESI ueregdueduad
uerseq e uep ‘aeeuROUaIAd ueregguesuad




qﬁ\

TL

1z ueunguequad

IsesIuediQ uBBUBSYB[OU
uerdeq e wexIa) adiIs
Ldn/adxs ynmpag ‘WM /SEM
qninag e sejLgajug nmusw sejIdau] BUOZ
yereq BUOZ ueunguequad ueunguequad  sejpuUEBNY
yelopadsu; e ueeuesyead uviodeT | * uep sejeny uexjeysSurudi e
Wagm/am
nfhusay  sejudaju]  BUOZ
Bl  jun  ueunfuequad | (9
esepr
uep 3ueiBg ueinje
ueepesud esel uep Suereq rensas esel uep Suereq
uerdeq e ueelopsuad ueIode] ueejoasuad uexnorePN | (S
ISES[UBSI0)
ueideq e
Ldn/adis nyepaq Suek
qnmias e ueINlE UEBP UYeprey I1ensas
qeldeq ueduenay se)IqeIuUNye ueduenay sejqeunye
yeiopjadsuy e uep ueepopsuad ueiode uep ueepopSuad ueNNYBPRW | (b
(seme8uad amjerede
qeIde( dIdV ueyningay eopt  yepunl ueynuaurad)
yelopadsuy e uep yeqmn[  uswnyoc] didy  oisey  ueynuowdd | (€
yerseq dIdV INAS suajaduroy dIdv Nas
yeroyadsuy e ueSuequoSuad  uwiodeq | - 1suajadwoy ueSuequaguad 'q
qeise(q d1dv seynqedes]
yeiopjadsuy e dIdv seiqiqedey] (a7 | - [9A] uejeySuTuad ‘B
dIdV
susjodwoy]  ueesSurtd | (g
ISBSIUBSI0

uerseg e

pjreqradip snrey




\%—4——-‘-\—

[4A

oyIsuI uauafeuet

SEJIATIN3J2 ueyenduad | (6
ISBSIUBSI0
ueIdegq e
IdN/adds
qnnps e
Jeleq uenpegduad ureiduwoy] uep uenpesduad
Jeiopfadsuy e nfuey sepun uep ueiode] ueuedueuad uejensuad | (8
ISESIUESIO
UBIZBg e
Idn/adis
qnmpag e
yerdeq npsjem jeda) sexynes
JeI10)adsu] e DdN Aduoly terodeT | uerodepad ueeo[eSuad o
ISESIUBSIO
ueIdeqg e
Ldn/adds ISBYYIBIL) UBIEPUISud] elroy
qnnprs sejuaupdury uelode] e uedunydur Ip JSENYHEID
yeIiseqg ubmwdwn) doig, el  ubwdwo)
je10)adsu] e yqnd 4ouunq /uenequiy e | yqnd /uenequiry ‘q
ISESIUBSI0O
ueIdeg e
1dn/adMs
Ynnas e
Jereq ISEXOTIBID) [[epuafudd
Jeiopadsu] e L10Z Unye], Ynjusaqip yepng DdN S | un ueynIuaqudd B
ISeyyness
uenepuaguad ueyenduag (2
ISBSIUBsI)
ﬂ.m..nm.&m— S
Ldn/adis BARY adsis eped sejrgoiug
qninpes e ngny uajedngey sejusau] BUOZ ueunsuequiad
qereq BUOZ ueunguequrad remeguow uep
yeioyyadsuy e ueeuesyepad uerodeT | Suoropuaur JeIojadsu] °q




